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ABSTRAK

Suherni. 2020 Rasio Keuangan Sebagai Barometer Kinerja Pemerintah Daera
Kabupaten Gowa. Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing Oleh Bapak Agus Salim Dan
Ibu Linda Arisanti Razak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Untuk menganalisis kinerja keuangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa pada tahun 2016 sampai tahun 2020
efisiens , rasio aktivitas, rasio pertumbuhan.

Tempat penelitian ﬂiiaki.:kan yang C . Tumanurung Raya No. 2,
Kec, Somba Opu, Sunggumin 1 Gov , Sulawes| Selatan 90174.
i L lan januan 2022 sampai

februari 2022. Jenis ene afar penelitian ini adalah
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ABSTRACT

Suhemi. 2020 Financial Ratios as a Barometer of Gowa Regency Regional
Government Performance. Thesis of Accounting Study Program, Faculty of
Economics and Business, University of Muhammadiyah Makassar. Supervised by
Mr. Agus Salim and Mrs. Linda Ansanti Razak

This study aims to determine to analyze the financial performance of the Gowa
Regency Govemment in 2016 to 2020 based on the effectiveness rafio. efficiency
] f [ ane where the research was conducted is
omba Opu, Sunggum.‘nasa. Gowa

Regency, Sauth Sulawesi S /
2022 to February 20: T

research and the app : \ f dasmfpﬁmmaﬂmd.

*n indicate that the
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Birokrasi di daerah kini memiliki hasrat besar guna memberi layanan
yang berfokus pada urgensitas yang hadir ditengah-tengah masyarakat
berkaitan dengan semakin pesatnya perkembangan pada sektor

perekonomian sejak era reformasi@ikobarkan. Hal ini bukannya tanpa alasan,

UU MNo. 32 Tahun 2004.

arsebut dalam upaya
memaksimalkan capaian target yang telah ditentukan (Pilat dan Morasa,
2017). Selanjutnya terkait dengan efisiensi pengelolaan keuangan daerah.
Rasio efisiensi (RE-KD) merupakan capaian kinerja Pemerintah Daerah terkait

perbandingan biaya yang dialokasikan dengan pendapatan yang direalisasi.




Susanto (2019) menjelaskan bahwa REKD merepresentasikan
komparasi antar besaran output dalam pemerolehan dengan target yang
ditetapkan. Kedua rasio ini menjadi suatu hal penting yang harus benar-benar
dibenahi bilamana ingin mendapatkan status sebagai daerah yang maju.
Salah satu daerah yang kemudian patut menjadi sorotan adalah Kabupaten

Maros yang merupakan salah satu daerah penyangga Kota Makassar di

. = e anlicas
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dikeluarkan ‘Untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterimanya
sehingga dapat diketahul apakah kegiatan pemungutan pendapatanya
tersebut efesien atau tidak. Selain dua rasio yang telah diuraikan, rasio lain
yang juga dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah
Daerah adalah rasio aktivitas (RA-KD).




Nurhayati (2015) dalam penelitiannya menjelaskan bahwasanya RAKD
ini menjadi gambaran terhadap apa yang menjadi prioritas pemda, khususnya
terkait dengan komparasi antar kebutuhan operasional dan investasi
kebutuhan publik. Rasio ini menjadi sangat penting mengingat dan sini kita
bisa melihat seberapa peduli pemerintah terhadap urgensitas publiknya. Oleh

karena itu, rasio belanja pembangunan yang relatif masih kecil perlu

91
%/'l‘ [‘\‘\\\

sehingga
diproritaska

Pengukuran kinerja keuangan daerah bertujuan untuk menilai
akuntabilitas maupun efektifitas pengelolaan anggaran sehubungan aktifitas
pelayanan publik. Penilaian akuntabiltas tersebut, bukan hanya semata

berbicara mengenai bagaimana Pemerintah Daerah mampu menyerap seria




menggunakan anggaran, namun terlebih pada bagaimana pengalokasian
anggaran tersebut telah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan
sebelumnya sesuai kaidah prinsip pengalokasian anggaran yang efektif,
efisien serta ekonomis. Pengukuran kinerja keuangan untuk kepentingan
publik dapat dijadikan evaluasi dan memulihkan kinerja dengan pembanding
skema kerja dan pelaksanaannya.

Penelitian ini
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Gowa) dan gap research terkait dengan kinerja keuangan yang telah diuraikan
sebelumnya, peneliti kemudian tertarik meneliti dengan judul “Analisis
Kinerja Keuangan sebagai Barometer Kinerja Pemerintah Daerah (Studi

pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa Sulawesi selatan)”.




B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, rumusan masalah
penelitian ini kemudian disusun sebagai berikut:
1. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa pada
tahun 2016-2020 berdasarkan rasio efektivitas?

2. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa pada

‘—-:/_——:’- /4 S ~
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4. Untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten
‘Gowa pada tahun 2016-2020 berdasarkan rasio pertumbuhan.
D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat teoritis dan manfaat praktis.




a. Manfaat Teoritis
Penelitian ini dapat menambah pengetahuan bagi peneliti selanjutnya
terkait pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah,
Belanja Modal, dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan
Pemerintah Daerah yang pengukuranya didasarkan pada atribut
berbasis akuntansi Pemerintah dan laporan realisasi bedasarkan

‘anggaran dalam APBD.

terkait dengan

bahan evaluasi

pengelolaan keuangan Kabupaten Gowa yang lebih baik lagi ke depannya.

BABII

TINJAUAN PUSTAKA




A. Stakeholder Theory
Ramizes dalam bukunya Cultivating Peace, mengidentifikasi berbagai
pendapat mengenai stakeholder Friedman mendefinisikan stakeholder
sebagal komunitas ataupun perorangan yang mampu memengaruhi atau
menerima pengaruh dari suatu capaian target tertentu.
Terkait dengan penjelasan tersebut, stakeholder yang menjadi fokus

kajian dalam penelitian ini adala srkait dengan pemerintahan daerah. Jika
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ama dalam suatu sistem

demok! ». ! r

adl
N ek
-3 0 ~ ‘, S
S s_ - 1// Do

=

e

/ "0/' ""':,,,:H.n‘:\\ y
A R
2R

T

\

B. Konsep Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah




1. Defenisi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah keluaran/hasil dari
kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan
penggunaan anggaran daerah dengan kuantitas dan kualitas yang terukur,
kemampuan daerah dapat diukur dengan menilai efisiensi atas pelayanan

yang diberikan kepada masyarakat (Sumarjo, 2010:18). Kinerja Keuangan

|
keuangan juga harus dikaitkan dengan tujuan dan sasaran dari rencana |
strategis pemerintah dan indikator yang digunakan harus sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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Pemerintahan Daerah Provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut dasar
hukum otonomi daerah merupakan bunyi dari pasal 18 ayat 2 UUD 1945.
Dar isi yang tercantum dalam pasal tersebut, kita dapat menemukan
beberapa kalimat inti dari isi pasal ini diantaranya Mengurus sendiri urusan
pemerintahan, Dilakukan berdasarkan asas otonomi, dan Dilakukan

sebagai tugas pembantuan.

. JLILE i

v“«« ,A\) \i\
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2004 tentang
Perbendaharaan Negara, dan Undang-undang nomor 15 tahun 2004
tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
MNegara, yang telah membuat perubahan mendasar dalam

penyelenggaraan pemerintahan dan pengaturan keuangan.
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Kemudian, keluar peraturan baru yaitu Peraturan Pemerintah nomor
58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pemmendagri
nomor 13 tahun 2006 (saat ini telah diubah dengan Permendagri nomor 59
tahun 2007) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang akan
menggantikan Kepmendagri nomor 29 tahun 2002. Undang-undang nomor
17 tahun 2003 menetapkan bahwa AnggaranPendapatan Belanja Daerah

(APBD) disusun berdasarkan péndekatan prestasi kerja yang akan dicapal.
«abija un pendekatan kinerja.
‘\ l/’

_ anajer publik untuk menilai
pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial.
Sistem pengukuran kinerja sendii dapat dijadikan sebagai alat
pengendalian organisasi.




2. Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
Dalam penelitian ini sendiri, peneliti mengfokuskan penelitian pada
pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dilakukan untuk
memenuhi 3 (tiga) tujuan yaitu (Mardiasmo, 2002; 121):
a. Memperbaiki kinerja Pemerintah Daerah.
b. Membantu mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan.

pengeluaran yang dilakuka
C. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah sebagai pihak yang diberikan tugas menjalankan
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib melaporkan
pertanggungjawaban keuangan atas sumber daya yang dihimpun dari
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masyarakat sebagal dasar penilaian kinerja keuangannya. Salah satu alat
untuk menganalisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam mengelola
keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis keuangan terhadap
APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya (Halim, 2007: 231). Adapun
pihak-pihak yang berkepentingan dengan Rasio Keuangan Pemerintah
Daerah (Halim, 2007: 232) adalah :

faktor yang mempengaruhi kinerja Pemerintah Daerah. Salah satu faktor

tersebut adalah karakteristik Pemerintah Daerah. Sedangkan akuntabilitas
dapat terwujud salah satunya dengan cara melakukan pelaporan kinerja
melalui laporan keuangan. Entitas yang mempunyai kewajiban membuat
pelaporan kinerja organisasi sektor publik dapat diidentifikasikan sebagai
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berikut: pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, unit kerja pemerintahan, dan
unit pelaksana teknis. Suprapto (2006:20) menyebutkan salah satu alat untuk
menganalisis kinerja Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan
daerahnya adalah dengan melaksanakan analisis rasio terhadap ABPD yang
telah ditetapkan dan dilaksanakannya.

Sistem pengukuran kinerja sektor publik khususnya Pemerintah Daerah

adalah sistem yang hertuju -

pencapaian suatu straf

bantu manajer publik menilai

ansial dan non-finansial.

AKASg Yo
\&\\\“"h///’

gka pengelolaan
keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektf, efisien, dan
akuntabel, analisis rasio terhadap APBD perlu dilaksanakan meskipun
pengakuntasian dalam APBD berbeda dengan laporan keuangan yang dimiliki
perusahaan swasta (Halim, 2007:15). Pengertian analisis rasio keuangan
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sendiri adalah sebuah cara untuk menganalisis laporan keuangan yang
mengungkapkan hubungan antara suatu jumlah dengan jumiah lainnya atau
antara suatu pos dengan pos lainnya.

Penggunaan analisis keuangan sebagai alat analisis kinerja secara
umum telah digunakan oleh lembaga komersial, sedangkan penggunaannya
pada lembaga publik khususnya Pemerintah Daerah masih sangat terbatas

sehingga secara teoritis belum /

dan kaidah pengukurann fe

Rasio ini menjadi sangat penting guna melihat apa saja yang menjad

kendala dan kekurangan Pemerintah Daerah tersebut dalam upaya
memaksimalkan capaian target yang telah ditentukan (Pilat dan Morasa,
2017). Susanto (2019) menjelaskan bahwasanya kemampuan daerah
dikatakan efektif bila rasio efektivitasnya yang dicapai minimal 100% atau
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dengan kata lain semakin tinggi maka akan semakin baik. Tim Litbang
Departemen Dalam Neger FISIPOL UGM kemudian memberikan
barometer efektivitas pengelolaan keuangan daerah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Kriteria Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Persentase Rasio Efektivitas Kriteria
> 100% Sangat Efektif

90 - 100% Efektif
Cukup Efektif

Kurang Efektif

}'-5» .11“ 1’:’.
i
\?.—».‘.,-‘&\\\g\ y '”/é

N >
S~

FISIPOL UGM kemudian memberikan barometer efisiensi pengelolaan
keuangan daerah sebagai berikut:
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MILIK PERPUSTAKAAN
U HSMUH MAKASSAR

Tabel 2.2 Kriteria Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah

Persentase Rasio Efisiensi Kriteria
> 100% Tidak Efisien
90 - 100% Kurang Efisien
80-90% Cukup Efisien
60-80% Efisien
Sangat Efisien

ui/
= (1/ //’ /

Jw FRTR I
'uu\\\\\\
J } Y,

- belanja pembangunan

secara proporsional. Semakin tinggli persentase anggaran yang
dialokasikan untuk belanja rutin berarti persentase belanja investasi
(belanja pembangunan yang digunakan untuk menyediakan sarana dan
prasarana layanan publik) cenderung semakin kecil. Rasio ini berdasarkan
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barometer yang ditetapkan olel Litbang Departemen Dalam Negeri
FISIPOL UGM, dapat diuraikan sebagai berikut:
Tabel 2.3 Kriteria Aktivitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Perbandingan Kriteria
Jumiah Belanja Operasi > Jumlah Belanja Kurang Baik
Investasi
Jumlah Belanja Operasi = Jumlah Belanja Cukup Baik
Inves!
Jumiah Belanja O nja Baik — Sangat Baik
Sum
4. Rasio z .
0
. berapa
L)
n
iode
e di
\”
9 N
- -1
\J
k e
n y Litbang
]
Depa : i berikut:
4 . P
No. ria
1 76% - 100% Baik
2 51% - 75% Cukup Baik
3 26% - 50% Kurang Baik
|
4 0% - 25% Tidak Baik
Sumber: Tim Litbang Depdagri (2014)
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D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan rujukan penelitian atau referensi yang
digunakan untuk menyusun penelitian ini. Penelitian terdahulu yang

digunakan terdiri dari beberapa jurnal penelitian yang dirangkum dalam tabel

2.5 berikut ini.
Tabel 2.5 Penelitian Terdahulu
No | Peneliti Judul Hasil Penelitian
(Tahun)

1 Kusumadewi
dan llat
(201 ﬂ}

Berdasarkan kinerja

oy | \
- \ \Mui./// a 'V
) 201 \\‘\ Iaporan "{’f,/ ®> 5
:- -

“/ S d\ = smerint

Bisnis dan

ate keuangan Kabupaten
Akuritanst dlhlmpun dari Minal-_:a_sa Selatan |
. laporan keuangan | tergolong cukup baik.
Vol 4, No 2 X
Pemerintah Daerah
Kabupaten
Minahasa Selatan
Tahun Anggaran

2010-2012
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\\\_J i
- | Penelit
s

No | Peneliti Judul Metodologi Hasil Penelitian
(Tahun)

3 | Rahmawati | Analisis Penelitian Tingkat kemandirian
dan Putra Kinerja merupakan keuangan Kabupaten
(2018)" Keuangan penelitian Sumbawa tergolong
Jurnal Pemerintah | kuantitatif deskriptif | rendah sekali, rata-rata
Akuntansi Kabupaten dengan tingkat efektivitas PAD
Universitas | Sumbawa menggunakan data | dari tahun 2010-2012
Udayana tahun tergolong kurang

anggaran efektif, rata-rata tingkat
Vol.15.ne 3" | 5p10-2012 efesiensi Keuangan

Daerah Kabupaten
Sumbawa tergolong

tugas pemerintahan,
pembangunan, dan
pelayanan sosial
masyarakat
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No | Peneliti Judul Metodologi Hasil Penelitian
{Tahun)

5 | Hery Analisis Metode analisis Hasil penelitian
Susanto Rasio yang digunakan menunjukkan bahwa,
(2019) Keuangan pada penelitian ini | rasio efektifitas
“Jurnal untuk adalah metode dikategorikan efektif,
EMBA. Vol. 1 | Mengukur analisis desknftif, rasio efisiensi
No.4" Kineria yang bertujuan dikategorikan tidak

Keuangan efisien, rasio
i kemandirian
pengelolaan keuangan
daerah masih

rendah, rasio aktifitas
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No | Peneliti Judul Metodologi Hasil Penelitian
(Tahun)
6 Nurhayati Analisis Penelitian ‘Analisis Rasio
(2018) Rasio merupakan keuangan pada
Keuangan penelitian Anggaran Pendapatan
untuk kuantitatif deskriptif | dan Belanja Derah
Mengukur dengan untuk tahun anggaran
Kinerja menggunakan data | 2008-2012 yang diukur
Pemerintah | sekunder berupa melalui Rasio
Daerah data yang Kemandirian Daerah
Kabupaten hintpun dari sangat rendah, Rasio
Keuangal Ketergantungan
Keuangan Daerah
Sangat tinggi, Rasio

\“N’{ASS 4"
\\\\\\'h,///

- kt'uasi i:lari-tahun
2008-2012.
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No | Peneliti Judul Metodologi Hasil Penelitian
(Tahun)

7 | Juddy J. Analisis Penelitian Berdasarkan analisis
Pillat dan J. | Rasio merupakan yang dilakukan
Morasa Keuangan penelitian terhadap kinerja
(2017) Anggaran kuantitatif desknptif | keuangan dalam

Pendapatan | dengan pengelolaan APBD

dan Belanja | menggunakan data | Kota Surabaya Tahun
2011-2015, dapat
disimpulkan bahwa
kinerja keuangan Kota

Manado berada dalam
kondisi yang baik
dengan trend positif




24

Peneliti Judul Metodologi Hasil Penelitian

(Tahun)

Putri K. D. Analisis Penelitian Hasil analisis data

Lubis dan N. | Rasio merupakan menunjukkan adanya

Hafni (2017) | Keuangan penelitian kemandirian keuangan
untuk kuantitatif deskriptif | daerah Kabupaten
Mengukur dengan Labuhan Batu Tahun
Kinerja menggunakan data | Anggaran 2011-2013
Keuangan dalam kategori rendah,
Pemerintah Efektivitas keuangan

daerah dalam kategori

Daerah

sangat efektif di tahun
2011 - 2012 dan tidak
efektif di tahun 2013.

esempatan untuk
melakukan pinjaman
karena memiliki DSCR
di atas 250% setiap
tahunnya.
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No | Peneliti Judul Metodologi Hasil Penelitian
(Tahun)

10 | Wenny Analisis Sesuai dengan Kinerja Keuangan
Alvionita Kinerja penelitian yang Kabupaten Gowa jika
(2017) Keuangan dilakukan maka dilihat dari Rasio

Pemerintah | teknik analisa data | Efektifitas diketahui
Daerah yang digunakan bahwa efektivitas
Kabupaten adalah deskriptif keuangan APBD
Gowa Kabupaten Gowa
tahun 2013 dan 2014
berjalan belum Efektif
Karena rasio
efektivitasnya dibawah

dari 100% yaitu

tahun 2013 sampai
denagn 2016 rasionya
masing-masing
sebesar 88,84%);
91,72%; 99,03%; dan
97.05%.

Sumber: Data Olahan Peneliti (2021)

.
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60-80%: Efisien
<60%: Sangat Efisien

Aktivitas

Kurang Baik: Rasio
Belanja Operasi >
Rasio Belanja Investasi
Cukup Baik: Rasio
Belanja Operasi =
Rasio Belanja Investasi
Baik: Rasio Belanja
Operasi < Rasio
Belanja Investasi

Pertumbuhan '

,‘* o~ § ‘-_‘ (1= -
W
T : ‘l Is) -‘;Pi:‘.ﬁ'»‘s‘\n f"‘

"l'r/ 7
///"f,"”

76% - 100% : Baik
51-75% : Cukup Baik
26% - 50% : Kurang
Bak

0% - 25% : Tidak Baik
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F. Metode Analisis Data
Analisis merupakan proses mengatur urutan data,
mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategorisasi, dan satuan uraian
dasar. Teknik analisis data adalah metode yang bersifat induktif dimana
analisis data berdasarkan hasil informasi data yang diperoleh selanjutnya
dikembangkanmenjadi pola hubungan tertentu, bila diterima dapat

dikembangkan dari teori {Sugiyn 0, 20 6). Adapun proses-proses tersebut

>1 ﬂﬂ% Smgat Efektif
Efektivitas 90-100%: Efektif

80-90%: Cukup Efektif
HE ~ PAD = L"’hﬂ, 100%, 60-80%: Kurang Efektif

Anggaran PAD <60%: Tidak Efektif
B >100%: Tidak Efisien
Efisiensi RE - ‘fnl etan} gg-a}em%: Kurang
= Realisasi Pendapatan Dacrah * 100% n

B0-90%: Cukup Efisien
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2013:145). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini data sekunder,
Data sekunder merupakan data yang telah dikumpulkan oleh lembaga
pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data
(Kuncoro, 2013: 148).

Sumber data sekunder diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran 2016-
2020 dari Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa dan dokumen-dokumen

K—Ag dengan cara
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dipakai guna
mendapatkan data atau informasi utama dalam suatu kajian atau penelitian,
Yang menjadi instrumen utama dalam penelitian ini sendiri yakni LKPD
Kabupaten Gowa periode anggaran 2016-2020.
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E. Kerangka Pikir
Kerangka pikir merupakan gambaran atau desain penelitian yang akan
dilakukan dengan menyajikan alur yang didasarkan pada landasan-landasan
teoretis yang digunakan. Penelitian ini sendiri ingin mengkaji kinerja keuangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa selama periode 2016-2020 dengan
menggunakan empat ra2wsio keuangan yakni rasio efektivitas, efisiensi,
aktivitas, dan pertumbuhan PAD -r"\ rasio tersebut Duntuk melihat

n memaksimalkan  kinerja

Ny (I

Sy

F

—_—y

= dana O ==
,/{/I'lfuv\\\\

asio Pertumbuhan




BAB Il
METODE PENELITIAN
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian
1. Jenis Penelitian Kuantitatif
Penelitian ini memakai pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif

ialah jenis penelitian yang mﬁnya menggunakan pendekatan deskripsi

r L = dalar Ti
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C. Jenis dan Sumber Data Penelitian
Data objek sangat relevan dengan penelitian ini, di mana
pemerolehannya dilakukan via pendokumentasian dokumen, publikasi,

laporan keuangan, dan hal sejenis lainnya (Indriantoro dan Supomo,
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MASA KERAJAAN

Pada tahun 1320 Kerajaan Gowa terwujud atas persetujuan kelompok
kaum yang disebut Kasuwiyang-Kasuwiyang dan merupakan kerajaan kecil yang
terdiri dari 9 Kasuwiyang yaitu Kasuwiyang Tombolo, Lakiyung, Samata, Parang-
parang, Data, Agang Je'ne, Bisei, Kalling, dan Sero.

Pada masa sebagai kerajaan, banyak peristiwa penting yang dapat
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Mangerangi ' abis 4 KAAN D. \}v S
~dan beliaulah yang
mempermaklumkan shalat Jum'at untuk pertama kalinya.

Raja | Mallombasi Daeng Mattawang Karaeng Bontomangape
Muhammad Bakir Sultan Hasanuddin Raja Gowa ke XVI dengan gelar Ayam

Jantan dari Timur, memproklamirkan Kerajaan Gowa sebagai kerajaan maritim
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yang memiliki armada perang yang tangguh dan kerajaan terkuat di Kawasan
Indonesia Timur.

Pada tahun 1653 — 1670, kebebasan berdagang di laut lepas tetap
menjadi garis kebijaksanaan Gowa di bawah pemerintahan Sultan Hasanuddin.
Hal ini mendapat tantangan dari VOC yang menimbulkan konflik dan perseteruan

yang mencapai puncaknya saat Sultan Hasanuddin menyerang posisi Belanda di
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dan pada tangg
setelah hampir 16

s tanggal 12 Jumi
1670 Sultan Hasanuddin mangkat dalam usia 36 tahun. Berkat perjuangan dan
jasa-jasanya terhadap bangsa dan negara, maka dengan Surat Keputusan
Presiden Rl Nomor 087/TK/Tahun 1973 tanggal 16 Nopember 1973, Sultan

Hasanuddin dianugerahi penghargaan sebagai Pahlawan Nasional




MASA KEMERDEKAAN

Pada tahun 1950 berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1950
Daerah Gowa terbentuk sebagai Daerah Swapraja dari 30 daerah Swapraja
lainnya dalam pembentukan 13 Daerah Indonesia Bagian Timur.

‘Sejarah Pemerintahan Daerah Gowa berkembang sesuai dengan sistem
pemerintahan negara. Setelah Indonesia Timur bubar dan negara berubah
menjadi sistem Pemerintahan Parem dasarkan Undang-Undang Dasar

memimpin 12 (dua belas) Daerah bawahan Distrik yang dibagi dalam 4 (empat)
lingkungan kerja pemerintahan yang disebut koordinator.Selanjutnya pada tahun
2006, jumlah kecamatan di Kabupaten Gowa telah menjadi 18 kecamatan akibat
adanya pemekaran di beberapa kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan
definitif pada tahun 2006 s ebanyak 167 dan 726 dusun/lingkungan.
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Dalam sejarah perkembangan pemerintahan dan pembangunan mulai
dari zaman kerajaan sampai dengan era kemerdekaan dan reformasi, wilayah
Pemerintah Kabupaten Gowa telah mengalami perkembangan yang cukup
pesat. Sebagai daerah agraris yang berbatasan langsung dengan Kota Makassar
Ibu Kota Propinsi Sulawesi Selatan menjadikan Kabupaten Gowa sebagai
daerah pengembangan perumahan dan permukiman selain Kota Makassar.

A\’

\ ""://

S // 2

2. Mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, efekitif

dan efisien.

3. Meningkatkan sistem administrasi pengelolaan barang milik daerah.

e ——————————————————— e ——
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SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN

DAERAH KABUPATEN GOWA PROV. SULSEL
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WILIK PERCUSTAKAAN

3. Struktur Organisasi Dan Pembagian Tugas Uhﬂl_;\;"tUH KAKASSAR

a. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas Badan
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa mempunyai fungsi sebagai
berlkut:
1. Perumusan kebijakan teknis dan strategis di bidang pengeioiaan keuangan

Daerah.

. Penyelenggaraan urusan pei an pelayanan umum di bidang

pengelolaan keuangan daerah.

a. Pelaksanaan administrasi Badan.
b. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan

fungsinya.
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2. Sekretarlat

‘Sekretarlat dipimpin oleh Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu
Kepala Badan dalam melaksanakan koordinasi kegiatan, memberikan pelayanan
teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian
dan keuangan dalam lingkungan Badan. Untuk melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud, Sekretaris menyeienggarakan fungsi:

a. Pengoordinaslan pelaksanaan t lam lingkungan Badan.

b. Pengoordinasian peny / / \

Pengoordinaslan

/-{ < ps MUHA
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Sy

. pelaksanzan dan

pengawasan otoritas DPA-SKPD.
d. Menyella pelaksanaan tugas Sub Bidang Penyusunan APBD, Sub Bidang

Pengendalian dan Penatausahaan Anggaran serta Sub. Bidang Otorlsasl

DPA-SKPD.
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4. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah

Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang
yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan
pelaksanaan perbendahraan dan kas daerah. Untuk melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah
menyeienggarakan fungsi:

o
| 1 e =3
s‘)g'?

c. Memberi petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan urusan
Perencanaan Kebutuhan Aset, Anallsa Aset serta Mutas| dan Penghapusan

Aset.
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B. Statistik Deskriptif Data

Catatan Akuntansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten
Gowa menyajikan laporan realisasi anggaran, laporan neraca, laporan
operasional, laporan arus kas,

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa yang disajikan

dalam laporan keuangan tahunan. Laporan PAD selalu melaporkan laporan

target dan realisasi PAD dalam d / yartu periode tahun berjalan dan
periode tahun sebelumnya. merintah Daerah Kabupaten

e

berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi

untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintahan atau dimanfaatkan oleh
Masyarakat umum. Adapun komponen belanja modal berdasarkan kebijakan

keuangan disajikan 4.1 sebagai berikut:
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6. Bidang Akuntansi

Bidang Akuntansi dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas
pokok ~membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pelaporan
pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Akuntansi
menyeienggarakan fungsi:

dari:

1. Subbid Perencanaan Kebutuhan

2. Subbid Anallsa Asset

3. Subbid Mutas| dan Penghapusan Asset
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Tabel 4.1

Belanja Modal Pemda Kab. Gowa
Periode Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020

BELANJA MODAL
Tahun ) Belana Belarsa Belanja jalan, Balanja Aset Tﬁmmlm'
m pecwistan dan | Gedung dan wigesidan | Tetap Lainnya
Mesin Bangunan Janngan
2016 | 2803042600 | 18525341 115 | 43037 571 858 | S00G9501.502 | 421 A00.000 | 185.768.156.985
e 2013564 500 | 19665762392 | AT 798117152 | 2838738255 | 165.7665.462.116
soig | 5184990800 | 20,871,7 271424500 | 182,359,601,673
51
g | 244515450 A 243.188.421.040
st | 4 4 . 870,500
g ()
Y da
Ke
a R dalah
lanja
modal 29
()
. Reaii ‘. T adalah
sebesar ¥ an belanja
4 \
modal sebes a0 9
Realisasi Bel 2018 adalah

sebesar Rp 182.359.601.673 atau 8164% dari yang dianggaran belanja
modal sebesar Rp 223.363.363.880.
. Realisasi Belanja Modal Pemda Kebupaten Gowa pada TA 2019 adalah

sebesar Rp 245.188.421.040 atau 86,35% dari yang dianggaran belanja
modalsebesar Rp 283.951.111.079.
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e. Realisasi Belanja Modal Pemda Kebupaten Gowa pada TA 2020 adalah
sebesar Rp 173.007.970.509 atau 80,91% dari yang dianggaran belanja
modal sebesar Rp 190.312,834.006.

b. Komponen Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah hak dan kewajiban dalam rangka
penyelenggaraan pemernntah daerah yang dapat dinilai dengan uang
termasuk didalamnya segala be yaan yang berhubungan dengan
/ mpuna'n pendapatan  asli

RUCLLLLZ )Y
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Sumber Data: CaLK Pemda Kab. Gowa




Table 4.3

Rasio Efektifitas

Periode Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020
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Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
Tahun :
Target Realisasi Rasio Efektifitas

2013 23.572.884.000 22.391.589.539 94,99%

2014 35.742.492.000 35.602.098.989 99,61%

2015 44.634.937.000. 40.231.013.481 90,13%

2018 52.416.704 800 786 83.55%

2017 91.886.920.0 84,13%
Sumber Data: CalL

Berda: dapat dilihat
bahwa X A ukan
< O
ta 020
s intah
K ¥ urang
efektif ’ snya
dalam 5 ekayaan
daerah.
. Rasio E AAN DF
Rasio ambarkan

perbandingan antara besarmya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh

pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja pemerintah

dikatakan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 atau dibawah 10

persen. Semakin kecil rasio efisien menggambarkan kemampuan daerah

yang semakin baik.
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Tabel 4.4
Rasio Efektifitas
Periode Tahun 2016 Sampai Dengan Tahun 2020

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Tahun

Realisasi Biaya Pengumutan %
2013 | 22,391.989.539 635.297.722 2,84%
2014 | 35.602.098.989 780.887.744 2,19%
2015 | 40.231.013.481 2,18%
2016 | 43.793.729.786 2,28%

77.300.086 267 ' 2.01%

o

PO\
."r Y
i

mempriofitaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja
pembangunan secara optimal. Semakin tinggi presentase dana yang
dialokasikan untuk belanja rutin berarti presentase belanja investasi (belanja

pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana

ekonomi masyarakat.
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Tabel 4.5
Rasio Aktivitas
Periode Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020
Rasio Aktivitas
Tahun
APBD Belanja Modal Rasio

2013 190.689.790.155 155.768.156.985 81,69%
2014 204.244 .366.560 168.765.462.166 B2 63%
2015 223.363.363.880 B1,64%
2016 283.951.11 | 86,35%
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besar kemampuan Pemerintah Daerah dalam mempertahankan dan

meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode tahun

berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing

komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan

mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapatkan perhatian.
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Tabel 4.6
Rasio Pertumbuhan
Periode Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020
Tahun APBD Pertumbuhan Belanja Modal Pertumbuhan
2013 | 190.689.790.155 510 155.768.156.985 6.12%
2014 | 204244 366.560 7.11% 168.765.462 166 8.34%
2015 | 223.363.363.880 182,359,601 673 8.068% |

tahun 2019 sebesar 34,45% dan tahun 2020 sebesar -28,44%. Adapun rasio

pertumbuhan belanja modal Kabupaten Gowa tahun 2016-2019 menunjukkan

pertumbuhan tahun ke tahun mengalami peningkatan dan tahun 2020

penurunannya negatitif hal ini sebabkan adanya covid 19 sehingga pendapatan

mengalami penurunan.
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C. Pembahasan
1. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa
pada tahun 2016-2020 berdasarkan rasio efektivitas.
Hasil temuan dalam penelitian ini menyatakan bahwa rasio efektivitas
dapat dilihat bahwa rasio efektifitas Pemerintah Kabupaten Gowa dalam

melakukan pemungutan pajak dan retribusi daerah yang merupakan
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2. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa
pada tahun 2016-2020 berdasarkan Rasio Efisiensi

Hasil temuan dalam penelitian ini menyatakan bahwa rasio efisiensi

diatas kinerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Gowa dapat dikatakan

sangat efisien karena dari perhitungan rasio dari 2016 sebesar 2,84%,

tahun 2017 sebesar 2,19%, tahun 2018 sebesar 2,18%, tahun 2019

2,01%. Adapun mengalami

g _berarti adanya penurunan

pada tahun 2016-2020 berdasarkan rasio aktivitas

Hasil temuan dalam penelitian ini menyatakan bahwa rasio aktivitas
diatas kinerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Gowa dapat dikatakan

relative besar karena dari perhitungan rasio dari 2016 sebesar 81,69%,
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tahun 2017 sebesar 82,63%, tahun 2018 sebesar 81,64%, tahun 2019
sebesar 86,35% dan tahun 2020 sebesar 90,91%. Adapun besar dana
yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa masih diprioritaskan
untuk kebutuhan belanja belanja modal terhadap APBD dan itupun
rasionya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun demikian,

sebagai negara berkembang peranan pemerintah daerah untuk memacu
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8%. Adapun rasio
pertumbuhan APBD Kabupaten Gowa tahun 2016-2019 menunjukkan
pertumbuhan tahun ke tahun mengalami peningkatan dan tahun 2020
penurunannya negatitif hal ini sebabkan adanya covid 19 sehingga
pendapatan mengalami penurunan. Sedangkan Pertumbuhan belanja




modal Kabupaten Gowa berdasarkan perhitungan rasio dari 2016 sebesar -
%, tahun 2017 sebesar 8 34%, tahun 2018 sebesar 8,06%, tahun 2019
sebesar 3445% dan tahun 2020 sebesar -29,44%. Adapun rasio
pertumbuhan belanja modal Kabupaten Gowa tahun 2016-2019
menunjukkan pertumbuhan tahun ke tahun mengalami peningkatan dan
tahun 2020 penurunannya negatitif hal ini sebabkan adanya covid 19
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BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, serta analisis yang telah
diuraikan, serta penjelasan pada bab-bab sebelumnya, penulis menarik
kesimpulan sebagai berikut:

1. Kiner emeni bupaten Gowa pada tahun 2016-

sebagai berikut:

Untuk pemerintah disarankan, Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa dapat
menggunakan analisis rasio keuangan untuk melakukan penilaian dan
evaluasi kinerja untuk kepentingan manajemen birokrasi pemerintah serta

untuk menambah kualitas sistem informasi keuangan daerah




Untuk pemerintah selanjutnya diharapkan Pemerintah Daerah Kabupaten
Gowa sebaiknya memprioritaskan lagi pengalokasian dana yang dimiliki
untuk belanja modal sehingga semakin bertambahnya sarana dan prasarana

yang diharapkanakan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya
Untuk penelitian selanjutnya hendaknya melibatkan pendapat dari Dinas
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) sehingga objek penelitian
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BELANJA MODAL
A Total
No | Tahun Belanja Belanja jalan, Belanja Aset Belanja
Belanja Tanah | peralotan dan | B#120 Gedung irigasidan | Tetap Lainnya Modal
PMesin Jaringan
1 2016 | 2683.942500 | 19.525.341.116 43.037.571.868 90.089.501.502 | 421.800.000 | 155.768.156.985
2 2017 | 2913564500 | 19665.762.392 | 37.622.419.817 | 105799.117.152 | 2638738255 | 168.765.462.116
3 ik 5,184,990.800 | 30.971.762.950 | 40,814,881,794 | 105116541229 | 271424 900 182,359,601,673
4 258 844 515450 | 46.554.858.175 155.190.237.527 | 2.042.370.000 | 245.188.421,040
5 e 4.852.000.000 | 357 7.056.977 254 | 173.007.870.509
(4 A <
b
< A )
Tahun s . 3 otal PAD
Pajak
° )
()
£\
<
2013 | 2.457.847. 22.391.989.539
) A
2014 4.184,.916.862 35.602.098.989
2015 | B/087.786,310 | 8,750,480,694 | 9,762,028,920 | 15,630,717 556 | 40,231,013,481
2018 6.635.495.792 | 10.672.596.122 | 10.584.859.991 | 15.900.777.881 43.793.729.786
2017 7.512.613.362 | 1.527.406.655 | 11.164.786.664 | 57.095.279.585 | 77.300.086.267
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Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Tahun

Target Realisasi Rasio Efektifitas
2013 | 23.572.884.000 22.391.989.539 94,99%
2014 | 35.742.492.000 35.602.098.989 99.61%
2015 | 44.634.937.000. 90,13%

83.55%

//t v“u J
IIIJ: :;T:\\\\

"v‘

2016 | 43.793.729.786 996.838.547 2,28%




Tahun o
APBD Belanja Modal Rasio
2013 180.689.790.155 155.768.156.985 81,69%
2014 204.244 386.560 2.166 8263%
2015 223.363. 81.64%
2016 pil £6,35%
2017 v
] A )
9 -
Tahun M A han |
L)
2013 £l =
\J

2014 | 2 [ ] 8.34%
2015 | 223 B,08%
2016 | 283.951.111.078 27 13% 245.188.421.040 34 45%
2017 | 190.312.834.006 -32,98% 173.007.970.509 -29,44%
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